BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Vlengingat :

TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan
perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD
serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah
disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 02

bulan Agustus tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan

Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tal‘mn 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Und;réi aljgm(l)?repubﬁk Indonesia Tahun 2004 Nomorg 5,
(Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Tambahan de Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Undang-Un amlg\I asional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
ngf 811\115211’:)?1’1104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
2 ’

Nomor 4421);
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012
tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera
Utara;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menterj
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesig Tahun 20711
Nomor 310); ‘ .

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tatg
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala

Dipindai dengan CamScanner

-~ W Y IFiI I A A o )




Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 565);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nornor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia
Tahun 2020 Nomor 888);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi
Sumatera Utara;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Selatan Tahun 2011 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 Nomor 04);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah i
Tahun 2016 Nomor 02); ( Kabupaten Nias Selatan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Menetapkan :

dan
BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PERUBAHAN 4
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021\{GGARAN
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Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah Kabupaten Nias Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD ada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

S. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim
Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan,

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang

memuat yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar

Rp. 1.618.153.691.804,00 berkurang sebesar Rp. 69.030.395.175,20 sehingga menjadi
Rp. 1.549.123.296.628,80 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 1.460.468.466.690,35

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 509.375.393,65

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.460.977.842.084,00
2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.618.153.691.804,00

b. Bertambah /(berkurang) Rp.  (69.030.395.175,20)

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.  1.549.123.296.628,80

3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 84.448.850.990,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (71.255.151.737,05)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 13.193.699.252,95
b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 891.813.186,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 891.813.186,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 12.301.886.066,95
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. (75.848.568.477,85)

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp.  58.056.696.948,35
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.999.999.999 65
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 63.056.696.948,00
" Ilj)e gi?nplilltam ensier Rp. 1.331.098.465.078,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (12.228.723.858,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 1-318.869,741_220’00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah

S 1a Rp.  71.313.304.664,00
1) Semu

Rp. 7.738.099.252,00
Bertambah/ (berkurang) ’
?Lmlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
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setelah perubahan Rp. 79.051.403.916,00

Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber
dari:
a. Pajak daerah;
1) Semula Rp. 12.058.816.212,48
2) Bertambah /(berkurang) Rp. (0,48)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 12.058.816.212,00
b. Retribusi daerah;
1) Semula Rp. 445.024.224,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 445.024.224,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
1) Semula Rp. 18.276.351.984,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah
setelah perubahan Rp. 18.276.351.984,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
1) Semula Rp. 27.276.504.527,87
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 5.000.000.000,13
Jumlah lain-lain pendapatan asli dacrah
yang sah setelah perubahan Rp. 32.276.504.528,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
a. Transfer pemerintah pusat
1} Semula Rp. 1.331.098.465.078,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. (55.721.561.936,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.275.376.903.142,00
b. Transfer antar daerah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.  43.492.838.078,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 43.492.838.078,00
{3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
bersumber dari:
a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp. 71.313.304.664,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. (71.313.304.664,00)
Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 0,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp.  79.051.403.916,00
Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 79.051.403.916,00
Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. Belanja operasional;

1) Semula Rp. 833.282.141.219,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (66.549.243.129,20)
Jumlah belarja operasional setelah perubahan Rp. 766.732.898.089,80
b. Belanja modal;
1) Semula Rp. 295.536.808.325,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.498.522.254,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 297.035.330.579,00
c. Belanja tidak terduga;
1) Semula Rp. 3-000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp.  (1.936.362.000,00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.063.638,000’00
Belanja transfer;

1) Semula Rp. 486.334.742.260,00

Rp.  (2.043.312.300,00)
rtambah/(berkurang) )
igﬁah belanja transfer setelah perubahan Rp.  484.291.429.960 o
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Pasal 6
(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 402.849.788.751,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (14.887.434.610,35)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 387.962.354.140,65
b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 306.875.130.804,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.  43.138.041.915,15

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 350.013.172.719,15
¢. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 3.325.000.000,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. (117.798.700,00)

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 3.207.201.300,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp.  81.452.004.664,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. (65.896.074.734,00)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 15.555.929.930,00
e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 38.780.217.000,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. (28.785.977.000,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 9.994.240.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp. 200.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 200.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp. 32.342.337.921,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.320.179.412,00

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 46.662.517.333,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula Rp. 128.752.616.506,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. (11.140.236.168,00)

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung

setelah perubahan Rp. 117.612.380.338,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Sernula Rp. 133.769.996.242,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.986.151.176,00)

Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

setelah perubahan Rp. 129.783.845.066,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp. 471.857.656,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 2.304.730.186,00
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp.  2.776.587.842,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, terdiri atas

belanja tidak terduga, yaitu:
Rp. 3.000.000.000,00

a. Semula
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.936.362.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1-063.638.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 750.384.044,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 750.384.044.00
i tuan keuangan. ’
L pan Rp. 485.584.358.216,00
1) Sem Rp.  (2.043.312.300,00)

kuran
2) Bertambah/(ber g)euangan setelah perubahan  Rp.

Jumlah belanja bantuan k 483.541.045.916 0
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) P
Anggaran pembiayaan daergh sebagaiman proail

2. Pencrimane pembiayaan a dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

1) Semula

Rp. 84.448.850.990.00
3L ieirtahargsa: '/(berkuran%]' Rp. (71.255.151.737,05)
nermaan pembiayaan sete] :

N P;:ngeluaran perbiaa \'g setelah perubahan Rp. 13.193.699.252,95

1) Semula R

D. 891.813.1
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 88’38

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 891.813.186,00

1) Semula Rp. 84.448.850.990,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (71.255.151 .737,05)

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya setelah perubahan

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
a. Penyertaan modal daerah

Rp. 13.193.699.252,95
7 huruf b, terdiri atas:

1) Semula " Rp. 891.813.186,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 891.813.186,00
Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala
Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik,

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; ) _ )

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belapja yang bersifat wajib; ‘

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serta amani?t peraturan perundapg-undangan; da}n /atau

d. Pengeluaran dacrah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

) . . aran Pendapatan dan Belanja Daerah sel?agaiman'a dimaksuq
g;—lmanp;e:;hzlagr‘i;nﬁgilg dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan darj
am ’

Peraturan Daerah ini terdiri dari:

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok

I. Lampiran I is Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
g?:gi:g;n Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
2. Lampiran I Pemerintahan Daerah dan Organisasi; _
incian Perubahan APBD Menurut Urusar} Pemerintahan Daerah,
3. Lampiran 111 g;r;;nisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
. ’

Belanja, dan Pemb%ayaan;
itulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pernerintahan
" Reka;itu Organisasi, Frogram, Kegiatan Beserta Hasj] dan Syp
erah, .
IIg:Giatan beserta Keluaran;
O

Pendapatan,

4. Lampiran

Dipindai dengan CamScanner



5. Lampiran Vv

6. Lampiran V]
7. Lampiran VI

8. Lampiran VIII

. Lampiran X
10. Lampiran X

yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah; dan

1. Lampiran X Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11
Bupati menetapkan peratur

an tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaj landasan operasional pelaksanaan APBD.

mengetahuinya, meme

pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
dalam berita daerah.

rintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 2021

BUPATI NIAS SELATAN,

HILARIUS DUHA

Dipindai dengan CamScanner



